Perspektif Politik dan Hukum
Tentang Kebebasan Akademik
dan Kritik Sosial
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Kebebasan Akademik untuk Kritik

Sosial
K di dalam masyarakat perguruan
tinggi dalam rangka memberi jalan
bagi lahirnya pikiran-pikiran ilmiah dari
kaum intelektual kampus yang kreatif dan
produktif dengan gagasan-gagasan baru-
nya. Dengan kebebasan akademik intelek-
tual kampus memiliki kebebasan untuk
melaksanakan fungsinya sebagai akade-
misi atau mengimplementasikan tugas
tugas universitas tanpa diintervensi oleh
kekuasaan luar. Namun pandangan-pan-
dangan ilmiah-obyektif yang lahir dati kebe-
basan akademik itu tidaklah selamanya
berjalan mulus. Adakalanya temuan-temuan
ilmiah yang lahir dari prinsip kebebasan
akademik itu tidak sejalan atau bahkan
berbenturan dengan kekuatan di luarnya
sehingga kebebasan akademik menghadapi
tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman
terutama apabila produk ilmiah kebebasan
akademik itu bertentangan dengan pan-
dangan dan keyakinan para pemimpin for-
mal maupun tokoh kuat perseorangan.
Dalam hal terjadinya benturan pan-
dangan inilah kebebasan akademik meng-
hadapi persoalan, terutama dalam mene-
gakkan salah satu fungsinya sebagai alat

ebebasan akademik merupakan
sesuatu yang sangat fundamental

kritik sosial. Kritik sosial itu sendiri me-
rupakan sesuatu yang juga penting dalam
kehidupan masyarakat sebab masyarakat
ity senantiasa berubah atau berkembang
sehingga diperlukan semacam situasi dan
perilaku ideal (ideaf conduct) sejalan de-
ngan perubahan dan perkembangan masya-
rakat itu. C

Tulisan ini bermaksud melihat arti kebe-
basan akademik dalam kritik sosial serta
kendala-kendalanya. Sorotannya menyer-
takan perhatian pada dimensi politik dan
hukum.

Mengadili Kebebasan Akademik

Pada bulan Mei tahun 1991 masyara-
kat Indonesia, khususnya masyarakat
kampus, diramaikan oleh diskusi publik
sehubungan dengan terbitnya buku “Bisnis
dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indo-_
nesia 1950-1980" karya Yahya Muhaimin
yang kemudian mengundang ketersing-
gungan pengusaha besar Probosutedjo.
Diskusi tersebut bukan menyangkut sub-
stansi atau kesimpulan isi buku melainkan
menyangkut bagian kecil yang tidak sub-
stantif dari isi buku itu yaitu bagian yang
menyebut-nyebut berkembangnya bisnis
Probosutedjo pemilik PT Mercu Buana
yang oleh buku Muhaimin dipandang se-
bagai contoh client businessman yang
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berkembang karena fasilitas pemerintah-
Orde Baru. Buku yang berasal dari disertasi
doktor Muhaimin di perguruan tinggi sangat
prestisius di Amerika yakni MIT itu diter-
bitkan oleh LP3ES setelah diterjemahkan
ke dalam Bahasa Indonesia. Judul aslinya
adalah /ndonesia Economics Policy 1950-
1980 :The Politics of Client Businessmen.
Bagian yang menyebabkan Probosutedijo

tersinggung dari isi buku itu adalah seke--

lumit penjelasan tentang riwayat hidup
Probosutedjo seperti termuat pada halaman
252-254 yang di samping dirasa tidak se-
suai dengan kenyataan sekaligus mence-
markan nama baik pengusaha besar terse-
but, yakni pada kalimat-kalimat:

Pada tahun 1968, perusahaan impor
ini memperoleh monopoli atas impor
cengkeh yang sangat menguntungkan
dari Menteri Perdagangan Dr Soemitro
Djojohadikoesoemo, tidak lama selelah
ia (Soemitro), di luar dugaan banyak
kalangan, diberi jabatan itu oleh Pre-
siden-Soeharto.

Menurut somasi yang disampaikan
Probosutedjo kepada Penerbit LP3ES me-
lalui pengacara RO Tambunan uraian terse-
but tidak mengandung kebenaran dan
malah menyesatkan sebab dalam kenya-
taannya penunjukan Menperdag kepada PT
Mercu Buana untuk mengimpor cengkeh
itu tidak dapat dikategorikan sebagai mo-
nopoli. Penunjukan tersebut, menurut so-
masi itu, lebih bersifat penugasan untuk
mencari dana yang sifathya nonbudgeter
untuk keperluan pembiayaan Bantuan
Presiden (Banpres) di berbagai sektor;
sedangkan PT Mercu Buana hanya men-
dapat komisi dua persen dari keuntungan
yang diperoleh dalam impor cengkeh itu
dan yang 98% diserahkan kepada Sekre-
tariat Negara. Untuk itu Probosutedjo me-
minta agar dalam waktu paling lambat 30
hari setelah dikeluarkannya somasi (ter-

tangal 24 April 1991) buku tersebut ditarik
dari peredaran dan penulis serta penerbit-
nya menyatakan permintaan maaf kepada
Probosutedjo. Pro kontra tentang sikap
Probo itu kemudian meledak ke pentas
pers nasional yang pada pokoknya masya-
rakat mulai mempersoalkan kebebasan
akademik. Ada yang mengatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh Yahya adalah buah
kebebasan akademik yang tidak patut
digugat ke pengadilan seperti yang di-
ancamkan oleh pembuat somasi, keberatan
atasnya harus dilakukan melalui kegiatan
akademik yang juga dapat dilakukan melalui
prinsip kebebasan akademik seperti
membuat bantahan secara akademik pula,
tetapi ada pula yang mengatakan bahwa
pengadilan merupakan jalan terbaik untuk
menyelesaikan keributan karena nanti
hakimlah- yang akan menentukan secara
adil tentang masalah yang dipersoalkan.
BM Diah yang juga merasa disebut di
dalam buku itu secara tidak benar dan me-
nyesatkan mempersoalkan tentang batas
antara kebebasan akademik dan kebe-
basan menghina. Ketika pro kontra dan
diskusi publik tentang kebebasan akade-
mik berkaitan dengan buku Yahya itu terus
memanas pada tanggal 13 Mei 1991 RO
Tambunan mengirimkan somasi lagi karena
somasi pertama tidak ditanggapi secara
layak sesuai dengan etika profesi. Tam-
bunan, antara lain, menyesalkan LP3ES
yang dalam menanggapi somasi | memberi-
kan kesan kepada umum seolah-olah kebe-
basan akdemik telah diadili. Tengarai
Tambunan ini boleh jadi didasarkan pada
pernyataan para pembela Yahya yang
antara lain dikemukakan oleh Mulya Lubis,
seperti dimuat harian Kompas tanggal 8
Mei 1991, ketika mengatakan bahwa
gugatan terhadap karya ilmiah yang
dihasitkan intelektual perguruan tinggi se-
harusnya dilakukan secara ilmiah pula,
bukan melalui pengadilan, karena cara se-
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- perti itu sama saja dengan menggunakan
pengadilan untuk membunuh kebebasan
akademik. Kata Lubis, kalau pengadilan
digunakan untuk membunuh kebebasan
akademik bisa berakibat negatif sebab
orang akan takut melakukan penelitian
untuk keperluan tulisan ilmiah. Lubis mem-
pertegas pernyataannya setelah keluarnya
somasi kedua dengan mengemukakan
bahwa somasi terhadap karya ilmiah akan
dirasakan sebagai ancaman terhadap pitar-
pilar kebebasan akademik. Bagi publik,
khususnya masyarakat akademis, sebuah
somasi terhadap suatu karya akademis
pasti akan dirasakan sebagai intervensi
tidak akademis terhadap karya akademis

dan kebebasan akademis pada umumnya .

(Kompas,16 Mei 199).

Lingkup dan Distorsi Arti
Kebebasan Akademik

Keributan Yahya-Probo itu akhirnya di-
selesaikan di luar pengadilan melalui suatu
pertemuan kekeluargaan yang melahirkan
perdamaian. Tetapi terlepas dari cara pe-
nyelesaiannnya itu kisah keributan Yahya-
Probo memperlihatkan bahwa implementasi
kebebasan akademik itu tidaklah mudah,
apalagi jika produknya sarat dengan kritik
sosial. Seperti dikemukakan oleh sejara-
wan Taufik Abdultah di sini yang menyang-
kut kekuasaan, uang, dan politik tidaklah
selalu mudah, masih banyak yang sensitif
apaiagi jika pelakunya masih hidup (Bisnis
Indonesia, 6 Mei 1991). Seperti tercermin
dari kasus Yahya-Probo itu ternyata di ka-
langan akademisi sendiri alternatif penye-
lesaian atas fahirnya gugatan bagi sebuah
karya akademis, batas-batas pelaksanaan
kebebasan akademis, dan cara penyam-
paian karya ilmiah sebagai produk kebe-
basan kademis juga tidak seragam. Dapat
disebut misalnya Harsja W. Bachtiar ketika
itu menyatakan bahwa kebebasan akade-

mis hanya berlaku di lingkungan kampus
sehingga jika sudah dikonsumsikan ke luar
dan ada yang merasa dirugikan dan dice-
markan nama baiknya bisa melakukan gu-
gatan; Padmo Wahyono mengemukakan
bahwa sebuah karya ilmiah yang menyang-
kut nama seseorang sebaiknya mengguna-
kan nama anonim saja; tetapi Taufik Abdul-
fah menyatakan bahwa dalam penulisan
sejarah misalnya ada empat ha! sangat
elementer yang harus jelas yaitu apa,
siapa, di mana, dan apabila sehingga
penggunaan nama samaran, anonim, atau
sekedar initial tidak dapat digunakan.

Muncullah sejumlah pertanyaan sepu-
tar kebebasan akademik seperti pertanyaan
apakah kebebasan akademik itu ada atau
masih ada, apakah kritik sosial dapat dila-
kukan secara efektif melalui penerapan
kebebasan akademik, bahkan pertanyaan
tentang apa yang dimaksud dengan ke-
bebasan akademik masih kerapkali mun-
cul.

Kebebasan akademik berkaitan erat
dengan fungsi universitas atau perguruan
tinggi untuk memenuhi kebutuhan masya-
rakat akan pendidikan tinggi para warganya.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
universitas dalam bentuk penelitian dapat
digunakan untuk memperkuat mutu pendi-
dikan, untuk-pengabdian kepada masyara-
kat dan untuk pengembangan ilmu pengeta-
huan itu sendiri. Sebuah universitas yang
hanya mengkonsentrasikan diri pada pe-
ngajaran tanpa mengimbanginya dengan
kegiatan penelitian sebagai wujud kegiatan
iimiah tidak dapat dipandang sebagai uni-
versitas dalam arti yang sesungguhnya;
bahkan menurut Parsudi Suparlan, univer-
sitas yang seperti ini lebih tepat disebut
sebagai lembaga kursus. Sebuah univer-
sitas tidak akan dapat melakukan fungsi-
fungsi itu jika tidak ada dosen yang menga-
jar dan melakukan peneliatian serta ke-
giatan ilmiah lainnnya. Oleh sebab itu biro-
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krasi universitas pada hakikatnya merupa-
kan kegiatan pengaturan dan pelayanan
bagi terselenggaranya pendidikan tinggi,
penelitian ilmiah , dan pengembangan iimu
pengetahuan yang mendorong, mengem-
bangkan, dan memantapkan kebebasan
iimiah. Kebebasan ilmiah yang dapat di-
sebut atau mencakup kebebasan akademik
dapat memberi jaminan bagi warga sivitas
akademika perguruan tinggi untuk meng-
hasilkan temuan-temuan ilmiahnya yang
obyektif yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan mutu pendidikan maupun
untuk keperluan pembangunan masyara-
kat. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan
bahwa Sidney Hock dalam tulisannya yang
berjudul The Long View yang dimuat di
dalam /n Defense of Academic Freedom
mengatakan bahwa kebesaran universitas
adalah karena hasil karya dosen-dosennya.
Di sinilah terletak urgensi kebebasan aka-
demik sebab tanpa kebebasan akademik
akan sulit bagi dosen untuk menghasilkan
karya ilmiah yang obyektif.

Kebebasan akademik seringkali di-
kacauartikan atau didistorsikan dengan arti
kebebasan mengemukakan pendapat pada
umumnya yakni kebebasan mengemuka-
kan pendapat melalui pernyataan secara
terbuka dan demonstratif oleh warga per-
guruan tinggi tentang sesuatu atau hal-hal
yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan
keilmuan seperti pernyataan sikap atas

suatu kebijakan atau suatu situasi. Pada--.

hal kebebasan yang seperti itu bukanlah
kebebasan akademik. Kegiatan yang se-
perti pada dasarnya boleh saja dilakukan
oleh warga perguruan tinggi tetapi tidak
dapat disebut sebagai ekspressi atau im-
plementasi dari kebebasan akademik me-
lainkan sekedar kebebasan biasa seperti
yang dimiliki warga negara lainnya di luar
kampus yang di dalam negara demokrasi
biasanya dijamin oleh konstitusi. Ketika
birokrasi melarang atau membubarkan de-

monstrasi atau mimbar bebas yang ditaku-
kan oleh sekelompok mahasiswa atau do-
sen yang menyatakan sikap bahkan protes
tentang sesuatu maka apa yang dilakukan
oleh birokrasi bukanlah melanggar atau
menghalangi kebebasan akademik melain-
kan, kalau harus dikatakan demikian, me-
langgar atau menghalangi kebebasan pada
umumnya sebab unjuk rasa dan protes
meskipun tidak dilarang bukanlah bentuk
implementasi dari kebebasan akademik.
Boleh jadi birokrasi menghalangi kebe-
basan pada umumnya tetapi yang seperti
itu tidak dapat disebut menghambat kebe-
basan akademik karena apa yang dikemu-
kakan dalam unjuk rasa atau protes itu
bukan merupakan produk dari kebebasan
akademik yang pada intinya lebih terkait
dengan kegiatan ilmiah warga sivitas aka-
demika dengan syarat dan prosedur ke-
iimuan tertentu. Artinya kebebasan akade-
mik itu mempunyai arti tertentu yang tidak
dapat dikacaukan dengan arti kebebasan
pada umumnya.

Kebebasan akademik pada umumnya
menyangkut dua wilayah perhatian yaitu:
pertama,kebebasan yang dimiliki oleh
lembaga pendidikan tinggi untuk melak-
sanakan-fungsinya tanpa dicampuri oleh
kekuasaan di luar; kedua kebebasan se-
seorang di dalam universitas untuk belajar,
mengajar, dan melaksanakan penelitian
serta mengemukakan pendapatnya sehu-
bungan dengan kegiatan tersebut tanpa
ada pembatasan kecuali dari dirinya sendiri
(Achmad Icksan, 1985: 53). Dari wilayah
pengertian yang seperti ini maka setiap
warga perguruan tinggi memiliki kebebasan
akademik dalam rangka pelaksanaan fungsi
perguruan tinggi .atau dalam rangka ke-
giatan-kegiatan ilmiah dengan syarat dan
prosedur terlentu. Pernyataan pendapat
atau sikap di luar konteks itu dapat juga
dilakukan tetapi hal itu tidak disebut se-
bagai bagian dari kebebasan akademik.
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Muatan Kritik Sosial

Dari pengertian yang proporsional ten-
tang kebebasan akademik itu ditemukan-
fah relevansi atau kaitan antara kebebasan
akademik dan kritik sosial. Di sini secara
sederhana dapat dikatakan bahwa produk
dari kebebasan akademik dapat berupa
kritik sosial atau penilaian tentang terjadinya
kekurangberesan di dalam masayarakat.
Kritik sosial itu sebenarnya merupakan se-
suatu yang positif karena ia mendorong
sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat
untuk kembali ke kriteria { di sini kata kritik
terkait dengan kata kriteria) yang dianggap
wajar dan telah disepakati bersama. Kritik
sosial adalah penilaian ilmiah atau pengu-
jian terhadap keadaan masyarakat pada
suatu saat (Astrid Susanto, 1985: 93).
Astrid Susanto mengemukakan bahwa da-
lam bidang politik istilah kritik sosial sering-
kali memperoleh konotasi negatif karena
diartikan mencari kelemahan-kelemahan
pihak lain dalam pertarungan politik se-
hingga arti yang substansial dari kritik
sosial itu menjadi kabur. Astrid menulis
tentang arti kritik sosial ini lebih lanjut se-
. bagai:

...penfabaran mengenai suatu ma-
syarakat, anggota atau elitenya pada
suatu saat, merupakan sualu analisa
yang berbobot ilmiah dan disertai
pertanggungjawaban ifmiah pula (1985:
93).

Kaitan erat antara kebebasan akademik
dan kritik sosial ini semakin tampak jelas
dari pernyataan Karl Mannheim ketika
mengemukakan bahwa bila kemajuan ilmu
pengetahuan dipakai sebagai landasan
suatu kritik sosial, maka faktor yang tak
terkontrol (uncrontrolfed factor) menjadi
semakin berkurang dan faktor rasional
yang terkontrol menjadi semakin meningkat

sehingga bobot suatu kritik sosial semakin
terjamin karena akurasinya (Mannheim,
1960: 171}. Dalam konteks inilah Astrid
Susanto memberi penegasan bahwa pe-
ningkatan unsur rasional dan pengurangan
unsur irasional dalam kritik sosial akan me-
ningkatkan bobot kritik sosial itu sehingga
lebih mungkin diterima oleh masyarakat
sebab gejala sosial yang dikritik dengan
akal sehat itu akan lebih mudah pula di-
terima oleh akal sehat. Dan dengan demi-
kian efektivitas kritik sosial akan lebih
mungkin meningkat karena banyak orang
yang menerimanya untuk diterapkan dalam
kegiatan operasional anggota masyarakat
melalui proses pembentukan pendapat
umum, dapat merupakan suatu usul bah-
kan desakan kepada pemerintah untuk
memperhatikan bahkan melaksanakan apa
yang termuat di dalam kritik sosial yang
rasional itu. Adanya nilai operasional dari
suatu kritkk sosial pada gilirannya akan me-
ningkatkan nilai kritik sosial itu sendiri ka-
rena bagi masyarakat luas kritik sosial
yang tidak operasional adalah kurang ber-
manfaat. Menjadi penting juga untuk diper-
hatikan bahwa boleh jadi kritik sosial yang
dikeluarkan oleh cendekiawan kampus da-
pat dikalahkan oleh kritik sosial yang dibuat
oleh politisi atau praktisi luar kampus yang
mungkin tidak ilmiah tetapi lebih memiliki
nilai operasional (Astrid Susanto, 1985: 99).

Kembali pada soal hubungan antara
kebebasan akademik dan kritik sosial
maka kebebasan akademik dapat dipan-
dang sebagai sumber kritik sosial yang
bermutu karena darinya dapat diperoleh
produk pemikiran yang rasional sebagai
bahan yang memungkinkan sebuah kritik
sosial iebih dapat diterima oleh ma-
syarakat. Dan produk kebebasan akademik
yang di samping rasional sekaligus opera-
sional akan lebih tinggi lagi tingkat efekti-
vitasnya sehingga produk ilmiah yang
memuat kritik sosial sebaiknya secara
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iimiah pufa menyertakan konsep-konsep
operasionalnya,
Kebebasan akademik yang memung-

kinkan warga sivitas akademika pergurun

tinggi melakukan fungsi-fungsi akademis-
nya secara leluasa tanpa intervensi dari
kekuatan luar haruslah mendapat jaminan
agar dari perguruan tinggi itu lahir Kritik
sosial yang rasional dan operasional. Jika
jaminan akan kebebasan akademik itu
tidak terjamin maka krifik sosial yang lahir
dari sana akan bermutu rendah.
Meskipun begitu selain tidak dapat
diberi- arli sembarangan di dalam kebe-
basan akademik harus pula diperhatikan
sesuatu yang inheren di dalamnya yakni
etika akademis yaitu pedoman moral yang
tersirat di dalam pelaksanaan kebebasan
akademik. Sebagai orang-crang profesional
para dosen di perguruan tinggi misalnya
haruslah memiliki pedoman moral yang
berujud azas-azas moral dalam kegiatan
profesinya yang biasanya disebut etika
(Soelaeman Scemardi, 1993 :1). Rumusan
agak memamadai tentang etika akademis
ini dapat dilihat dari Statement of Profes-
sional Ethics yang dikeluarkan oleh Ameri-
can Association of Universily Professors
pada tahun 1966 sebagaimana dikutip Par-
sudi Suparlan (dalam Edward Shils 1993:
xi-xii) dari Williams (1972 :264). Di sana
dikatakan bahwa nilai-nilai etik yang terjalin
dan terserap di dalam kebebasan akademis
mencerminkan adanya hakikat kebebasan
akademis sebagai kualitas kebebasan yang
konsisten dengan disiplin atau bidang
kesarjanaan dan nilai-nilai etika tersebut
terjalin di dalam disiplin-disiplin kesarjanaan

dan di dalam kegiatan belajar mengajar

yang memuat hal-hal sebagai berikut: ~

1. Profesor, dibimbing oleh keyakinan
yang mendalam mengenai nilai dan
kehormatan kemajuan pengetahuan,
mengakui adanya langgungjawab yang

khusus diletakkan di pundaknya. Tang-
gung jawab utamanya terhadap iimu
pengetahuan adalah mencari untuk
,menemukan Kebenaran sebagaimana

! dilihatnya untuk kemudian menyalakan-
nya. Untuk tujuan tersebut ia mengab-
dikan energinya untuk mengembangkan
dan memperbaik kompelisi kesarjana-
annya. la menerima kewajiban untuk
menggunakan disipfin diri dan kepu-
tusan yang kritis dalam penggunaan,
pengembangan dan pentransmissian
pengetahuan. la mempraktikkan keju-
juran intelektual. Walaupun ia boleh
tertarik dan mengikuti sejumiah perha-
tian lainnya, telapi perhatian-perhatian
lainnya tersebut tidak boleh mengham-
bat atau mengkompromikan kebebasan
untuk menemukan dan menyatakan
kebenaran.

2. Sebagai guru, profesor memberi se-
mangat dan mendorong murid-muridnya
untuk belajar dengan semangat kebe-
basan. Ia harus mampu menunjukkan
di hadapan mereka patokan-patokan
kesarjanaan yang lerbaik yang ada
dalam disiplin ilmu pengetahuannya. la
harus mampu menunjukkan rasa hor-
matnya Kepada muridnya sebagai indf-
vidual, dan berpegang kepada peranan-
nya sebagai pembimbing dan konselor
intelektual. Ia harus melakukan ber-
bagai usaha untuk membuahkan keju-
juran akademik dan memastikan bahwa
penilaian-penilaian yang ia berikan un-
tuk karya-karya murid-muridnya itu
betul-betul sesvai dengan nilai yang
seharusnya. la menghargai hakikat
kerahasiaan pribadi dalam hubungan
antara profesor dengan murid. la meng-
hindari segala bentuk eksploitasi ter-
hadap murid-muridnya yang mengun-
tungkannya secara pribadi dan meng-
akui bantuan-bentuan mereka yang
signifikan. .la melindungi kebebasan
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akademis mereka.

3.. Sebagai kolega, profesor mempunyai
kewajiban-kewajiban yang berasal dari
keanggotaan bersama dalam ko-
munitas para sarjana. la menghormati
dan melindungi kebebasan akademis
para koleganya. Di dalam tukar me-
nukar kritik dan ide-ide ia menunjukkan
rasa hormat terhadap pendapat-pen-
dapat lainnnya. la mengakui hutang-
hutang budi akademis yang dimilikinya
terhadap sarfana lain dan berjuang
untuk tetap obyektif dalam penilain-
penilaian yang diberikan terhadap
kolega-koleganya. Ia menerima bagian
dari kewajiban-kewajiban sebagai
dosen untuk terwujudnya ketertiban
pranatanya atau universitasnya.

Di dalam pernyataan profesional ter-
sebut terlihat bahwa kejujuran untuk
mengmukakan kebenaran ilmiah haruslah
diutamakan termasuk memberi peng-
hargaan atau kredit bagi orang lain, bahkan
pada murid-muridnya sendiri, yang mem-
bantu dalam penemuan ilmiah itu. Oleh
sebab itu penyebutan sumber dalam
pengutipan pendapat ilmiah orang lain baik
langsung maupun tidak langsung menjadi
sangat penting di dalam etika akademik.
Jika keharusan penyebutan sumber kutipan
itu diabaikan maka suatu produk karya
ilmiah dapat saja menjadi karya plagiat
atau pencurian gagasan. Dan bila itu terjadi
maka produk karya ilmiah yang juga
merupakan produk pelaksanaan kebebasan
akademik menjadi ternoda. Keharusan pe-
nyebutan sumber dalam mengambil pen-
dapat orang lain ini di beberapa negara
bahkan telah dituangkan dalam aturan
hukum yang diancam dengan sanksi
pidana tertentu. Di dalam hukum yang
berlaku di Indonesia hal tersebut dimuat di
dalam UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7
Tahun 1887 yang di dalamnya, antara lain,

memuat ketentuan-ketentuan tentang
pemanfaatan gagasan atau karya orang
lain.

Masalah pemanfaatan gagasan atau
karya tulis orang di dalam hukum diatur di
dalam hukum tentang hak milik intelektual.
Hak milik intelektual itu sendiri terdiri dari
dua macam yaitu hak milik perindustrian
(industrial property right) yang terdiri dari
hak paten dan hak merek serta hak cipta
(copy right). Di dalam lingkup pengaturan
hak cipta ini memang bukan hanya karya
tulis yang dilindungi melainkan juga cip-
taan-ciptaan lain seperti musik, lukisan,
arsitektur dan sebagainya.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pen-
cipta maupun penerima hak untuk meng-
umumkan atau memperbanyak ciptaannya
maupun memberi izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pada prinsipnya dengan
adanya hak khusus itu maka orang lain
yang bukan pemegang hak cipta tak boleh
melakukan hak itu tanpa izin pencipta.

Pemegang hak cipta pada dasarnya
adalah pencipta, tetapi berdasarkan hukum
orang perorangan lain atau badan hukum
yang bukan pencipta dapat menjadi pe-
megang hak cipta asalkan memperoleh hak
itu dari pencipta atau pemilik hak cipta.
Pemegang hak cipta dapat menuntut jika
ciptaannya dipergunakan tanpa seizinnya
atau tanpa mengikuti aturan pemanfaatan
yang berlaku.

Yang dimaksud pencipta, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya, adalah: pertama,
orang yang namanya terdaftar di dalam
daftar umum ciptaan dan pengumuman
resmi tentang pendaftaran pada Departe-
men Kehakiman; kedua, orang yang nama-
nya disebutkan di dalam ciptaan atau di-
umumkan sebagai pencipta pada suatu
ciptaan. Dalam kaitan ini periu dikemu-
kakan bahwa ceramah tidak tertulis yang
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tidak diberitahukan siapa penciptanya
maka penceramahlah yang dianggap
penciptanya.

Tidak semua produk karya tulis dapat
dilekati hak cipta, artinya ada beberapa
produk yang meskipun tertulis dan dibuat
oleh orang atau badan tertentu tidak dapat
dilekati hak cipta, yakni:

a. Hasil rapat Lembaga (Tinggi dan Ter-
tinggi) Negara serta lembaga konstitu-
sional fainnya.

b. Peraturan perundang-undangan.

¢. Putusan pengadilan dan penetapan
hakim.

d. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat
pemerintah.

e. Keputusan badan arbitarsi.

Ada juga beberapa tindakan pengguna-an
karya yang bukan karyanya sendiri tetapi
tidak dianggap sebagai pefanggaran hak
cipta, yaitu:

a. Pengumuman dan pembanyakan lam-
bang negara dan lagu kebangsaan.

b. Pengumuman dan pembanyakan atas
semua yang diumumkan oleh pemerin-
tah kecuali apabila hak cipta itu dinya-
takan dilindungi baik dengan peraturan
perundang-undangan maupun dengan
pernyataan pada ciptaan itu sendiri (se-

“perti publikasi hasil riset yang dibiayai
oleh negara).

¢. Pengambilan, baik seluruhnya maupun
sebagian, berita dari kantor berita,
badan penyiar radio atau televisi dan
surat kabar setelah 1 x 24 jam terhitung
saat pengumuman pertama asalkan
sumbermnya disebutkan secara lengkap.

Berkaitan dengan penyebutan sumber
ini maka dapat juga dianggap bukan
sebagai pelanggaran hak cipta, asalkan
sumbernya disebut secara jelas hal-hal
sebagai berikut:

a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai

maksimal 10% dari kesatuan bulat tiap
ciptaan.

b. Pengambilan ciptaan pihak lain (se-
bagian atau seluruhnya) untuk keper-
luan pembelaan di pengadilan.

c. Pengambilan ciptaan pihak lain (se-
bagian atau seluruhnya) untuk:

1) Ceramah yang bertujuan untuk
pendidikan dan iimu pengetahuan.

2) Perunjukan atau pementasan yang
tidak dipungut bayaran.

d. Pembanyakan suatu ciptaan dalam
bidang ilmu, seni dan sastra dalam
huruf braille guna keperluan tuna netra
kecuali untuk komersial.

e. Pembanyakan suatu ciptaan secara
terbatas dengan fotckopi atau proses
yang setupa oleh perpustakaan umum,
lembaga ilmu pengetahuan, atau
pendidikan dan pusat dokumentasi
yang non komersial melainkan semata-
mata untuk keperluan aktivitasnya.

f. Perubahan atas karya arsitektur ber-
dasarkan pertimbangan teknis (seperti
memperlebar pintu sesuai dengan ke-
butuhan).

g. Pembuatan salinan cadangan suatu

* program komputer oleh pemilik pro-
gram komputer yang digunakan untuk
semata-mata kepentingan sendiri. De-
ngan demikian pemilik program (yang
bukan pemegang hak cipta) dapat
membuat copy program untuk back-up
bagi keperluan sendiri.

Pelanggaran hak cipta sebagaimana
diatur di dalam pasal 44 UU Hak Cipta
(No. 7 Tahun 1987) diancam dengan hu-
kuman pidana penjara dan denda sebagai
berikut:

a. Pidana penjara paling lama 7 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,- {(seratus juta rupiah) bagi
mereka yang dengan sengaja dan tanpa
hak mengumumkan atau memper-
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banyak suatu ciptaan atau memberi
izin untuk itu. .

b. Pidana penjara paling lama 5 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
bagi mereka yang dengan sengaja
menyiarkan, memamerkan, mengedar-
kan, atau menjual kepada umum suatu
ciptaan atau barang hasil pelanggaran
hak cipta sebagaimana disebutkan
pada butir a.

c. Pidana penjara paling lama 3 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp
25.000.000,- {dua puluh lima juta ru-
piah) bagi mereka yang sengaja me-
langgar ketentuan pasal 16 yakni
mengumumkan seliap ciptaan yang
bertentangan dengan kebijjaksanaan
Pemerintah di bidang pertahanan dan
keamanan negara, Kesusilaan, serta
ketertiban umum.

Tindak pidana yang disebutkan di
dalam pasal 44 dengan ancaman hukuman-
nya itu merupakan tindak kejahatan.

Tantangan bagi Kekebasan
Akademik

Dari apa yang dikemukakan di atas
tampak bahwa kebebasan akademis dapat
menjadi instrumen yang sangat penting
dalam kritik sosial. Sebab kritik sosial yang
bermakna adalah kritik sosial yang rasional
dan operasional, sedangkan kebebasan
akademik yang memberi porsi perhatian
pada kebebasan warga sivitas akademika
untuk memaksimalkan penggunaan potensi
nalar dan tanggungjawab serta etika ilmiah-
nya dapat menawarkan produk-produk kritik
sosial yang rasional dan mungkin sekaligus
operasional. Tetapi baik kritik sosial mau-
pun kebebasan akademik itu sendiri bukan-
nya tidak menghadapi kendala-kendala atau
tantangan-tantangan, sebab ada kalanya

kritik sosial dan kebebasan akademik itu
tertuju kepada pihak yang memegang ke-
kuasaan yang secara politis biasanya lebih
ingin mempertahankan status quo. Te-
muan-temuan ilmiah sebagai produk ke-
bebasan akademik yang dihasilkan oleh
orang-orang universitas yang berkemam-
puan intelektual tinggi bukan tidak mungkin
berbeda dengan keyakinan dan kehendak
orang-orang kuat atau pemimpin formal di
dalam masyarakat baik para pemimpin
agama maupun pemimpin pemerintahan
sehingga tidak jarang seorang intelektual
yang telah bersusah payah membuat karya
ilmiah yang secara akademik sangat baik
harus menerima akibat buruk. Sejarah
perkembangan iimu pengetahuan mencatat
nama Galileo yang harus dihukum mati
karena temuan iimiahnya bertentangan de-
ngan keyakinan gereja, adakalanya terjadi
sebuah-karya ilmiah yang lahir dari payung
kebebasan akademis dilarang beredar.
Dalam sejarah perjalanannya universi-
tas-universitas terkemuka di negara-negara
Barat yang dianggap demokratis sekalipun
tidak jarang mendapat tekanan-tekanan
dari'penguasa atau kekuatan di luarnya
yang membatasi kebebasan mengemuka-
kan pendapat. Hal tersebut berlangsung
sejak lama baik dengan cara halus dan
persuasif maupun dengan cara cara yang
keras dan tegar (Achmad Icksan, 1985:
49-50). Jika di suatu negara terjadi hal se-
perti itu maka harapan akan lahirnya kritik
sosial yang bermutu sebagai buah dari
kebebasan akademis yang berwatak rasio-
nal mungkin akan sekedar menjadi ilusi
atau utopia, apalagi jika pemerintah tidak
mempunyai political-will untuk menjamin
tegaknya kebebasan akademik tersebut."

Apa yang dikemukakan terakhir dapat -

diidentifikasi sebagai tantangan eksternal
bagi kebebasan akademik karena tan-
tangan itu datang dari luar universitas.
Dalam pada itu terdapat tantangan-tan-
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tangan internal atau tantangan-tantangan
yang muncul dari dalam universitas sendiri
sebagaimana dapat kita lihat dari literatur
dan pengalaman-pengalaman kita sendiri
di Indonesia. Di negara-negara Barat masa-
lah internal bagi kebebasan akademik itu
muncul pada abad pertengahan dalam
bentuk terlalu luasnya kebebasan akade-
mik dan kepercayaan diri yang betlebihan,
Didahului dengan lahirnya lembaga pen-
didikan tinggi yang memiliki hak dalam
menggunakan kebebasan untuk menge-
mukakan gagasan apapun termasuk yang
aneh-aneh dan tidak masuk akal, memiliki
hak untuk tetap atau mengubah pendapat
sehingga dari kebebasan yang dimilikinya
itu pendidikan tinggi telah memenangkan
suatu tingkat kebebasan filosofis yang tak
dimiliki dan tidak terdapat pada lingkungan
masyarakat lainnya ketika itu. Ekses yang
timbul dari keadaan ini adalah pengkultusan
pada tenaga-tenaga akademik tertentu oleh
para penganut atau pengagumnya yang
tanpa disadari telah memaksakan pene-
rimaan suatu pendapat yang mendekati
taklid meskipun tidak jarang pendapat-
pendapat itu lahir bukan dari profesi atau
keahliannya bahkan juga sering tidak benar,
tidak berdasar dan bohong (Achmad
Icksan, 1985: 50). Di Indonesia ada kalanya
juga kita mendengar sekelompok orang
menerima secara taklid pendapat atau pan-
dangan dari tokoh kampus meskipun pan-
dangan itu tidak relevan dengan keahiian-
nya dan kerapkali hanya merupakan im-
presi yang spontan, sesuatu yang juga da-
pat dipandang sebagai ekses internal dari
biasnya konsep-konsep otoritas ilmiah,
kebebasan ilmiah dan kebebasan akade-
mik.

Tantangan internal lainnya adalah mun-
culnya distorsi atas arti dan maksud kebe-
basan akademik sehingga dicakupkan ke
dalamnya hal-hal yang tidak ada hubungan-
nya dengan kebebasan akademik. Sering-

kali kita mendengar adanya gerakan atau
aksi dari suatu kampus atau warga kampus
perguruan tinggi yang dikatakan oleh para
pelakunya sebagai penggunaan hak ke-
bebasan akademis dan kebebasan mimbar
akademis. Warga kampus mengadakan
demonstrasi atau unjuk rasa untuk meng-
ekspresikan pendapat yang bermacam-
macam tentu saja dibolehkan sebab hal
itu mendapat jJaminan konstitusional yang
di Indonesia dimuat, antara lain, di dalam
pasal 28 UUD 1945; tetapi jangan katakan
bahwa ekspresi yang seperti itu merupakan
bentuk implementasi kebebasan akademik
sebab kebebasan akademis itu mempunyai
arti stipulatit yang diangkat dari konsep
yang secara umum dapat diterima. Kebe-
basan akademik adalah kebebasan untuk
melaksanakan fungsi ilmiah tanpa dicam-
puri oleh kekuasaan lain serta kebebasan
untuk belajar, mengajar, meneliti dan
mengemukakan pendapat sehubungan
dengan kegiatan ilmiah tersebut.

Distorsi pengertian yang seperti ini
dapat kita catat misalnya dari peristiwa-
peristiwa yang dialami mantan Mendikbud
Fuad Hassan ketika mulai mengajukan
Rancangan Undang Undang (RUU) tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang kemu-
dian menjadi UU No.2 Tahun 1989 dan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian
menjadi PP No. 30 Tahun 1990. Ketika itu
Fuad mengajukan rumusan kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan sesuai dengan ha-
kikat yang diterima secara umum sebagai
prinsip fundamental yang khusus berkaitan
dengan pelaksanaan belajar-mengajar dan
penelitian ilmiah. Atas rumusan yang di-
muat di dalam RUU dan RPP tersebut
Fuad mendapat reaksi keras dan didemons-
trasi oleh para mahasiswa di berbagai
kampus dan berbagai kesempatan. Mereka
yang memberi reaksi seperti itu menuding
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Fuad Hassan bermaksud mengekang kebe-
basan kampus untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang bersifat kontro! sosial, ter-
. utama akan mengekang para mahasiswa
untuk melakukan berbagai kegiatan terma-
suk melakukan unjuk rasa. Jawaban yang
sangat argumentatif dikemukakan atas
reaksi tersebut bahwa tidak ada larangan
bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai
kegiatan termasuk demonstrasi dan unjuk
rasa, tapi jangan sebut kegiatan itu se-
bagai pelaksanaan kebebasan akademik
melainkan sebagai kebebasan biasa se-
perti yang dijamin sebagai hak setiap war-
ga negara oleh UUD. Kebebasan akademik
memiliki arti sptipulatifnya sendiri seperti
yang kemudian prinsipnya dimuat di dalam
pasal 22 UU No. 2 Tahun 1988 dan pe-
ngertiannya dimuat dalam pasal 17, 18,
19, dan 20 PP No. 30 Tahun 1990, yaitu:

(1) Kebebasan akademik merupakan kebe-
basan yang dimiliki anggota sivitas
akademika untuk secara bertanggung-
jawab dan mandiri melaksanakan ke-
giatan akadermik yang terkait dengan
pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (pasal 17
ayat 1 ).

(2) Kebebasan mimbar akademik berlaku
sebagai bagian dari kebebasan aka-
demik yang memungkinkan dosen me-
nyampaikan pikiran dan pendapat di
perguruan tinggi yang bersangkutan
sesuai dengan norma dan kaidah ke-
iimuan.

(3) Otonomi keflmuan merupakan kegiatan
keilmuan yang berpedoman pada norma
dan kaidah keilmuan yang harus ditaati
oleh para anggota sivitas akademika.
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